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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif implementasi
tata kelola syariah dan manajemen risiko pada perbankan syariah di
Indonesia. Perbankan syariah menghadapi tantangan operasional yang
unik karena harus menyeimbangkan antara profitabilitas bisnis keuangan
dan kepatuhan mutlak terhadap prinsip hukum Islam. Metode penelitian
yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tata kelola syariah yang efektif, yang
diawasi secara langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), sangat
krusial dalam menjaga kepercayaan nasabah serta legitimasi institusi di
mata masyarakat. Selain itu, manajemen risiko yang terintegrasi sangat
diperlukan untuk memitigasi risiko khas perbankan Islam seperti risiko
komersial dan risiko ketidakpatuhan syariah. Kesimpulannya, sinergi antara
tata kelola syariah yang transparan dan manajemen risiko yang pruden
terbukti mampu menciptakan stabilitas keuangan, meminimalisir praktik
penyimpangan operasional, serta menjaga ketahanan fundamental
perbankan syariah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Tata Kelola Syariah, Manajemen Risiko,
Kepatuhan, Kinerja.

Abstract

This study aims to qualitatively analyze the implementation of sharia
governance and risk management in Islamic banking in Indonesia. Islamic
banking faces unique operational challenges as it must balance financial
business profitability with absolute compliance with Islamic legal principles.
The research method used is descriptive qualitative through a literature
study. The results show that effective sharia governance, directly
supervised by the Sharia Supervisory Board (SSB), is very crucial in
maintaining customer trust and institutional legitimacy in the eyes of the
public. Furthermore, integrated risk management is highly necessary to
mitigate specific Islamic banking risks such as displaced commercial risk
and sharia non-compliance risk. In conclusion, the synergy between
transparent sharia governance and prudent risk management is proven to
create financial stability, minimize operational deviation practices, and
maintain the fundamental resilience of Islamic banking sustainably.
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Pendahuluan

Perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat
dalam beberapa dekade terakhir, baik di tingkat global maupun secara
khusus di Indonesia. Pertumbuhan eksponensial ini didorong oleh
meningkatnya kesadaran masyarakat muslim untuk melakukan transaksi
keuangan yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip murni syariat
Islam. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia
tentu memiliki ceruk potensi pasar yang sangat masif bagi industri
keuangan syariah. Dukungan konkret dari pemerintah melalui berbagai
regulasi proaktif dan pembentukan instansi terkait turut mempercepat laju
pertumbuhan ini. Meskipun demikian, pertumbuhan kuantitas ini harus
senantiasa diimbangi dengan peningkatan kualitas fundamental agar
perbankan syariah dapat bersaing secara kompetitif dengan bank
konvensional.

Perbedaan paling mendasar antara perbankan syariah dan perbankan
konvensional terletak pada landasan operasionalnya yang secara tegas
melarang praktik riba, gharar, dan maysir. Prinsip bagi hasil, mekanisme
jual beli, dan skema sewa menjadi pilar utama dalam merancang seluruh
produk keuangan yang ditawarkan kepada nasabah. Keunikan operasional
ini  menuntut adanya sistem pengawasan yang jauh lebih ketat
dibandingkan dengan perbankan biasa, karena setiap transaksi tidak hanya
dinilai dari aspek keuntungan materi semata, tetapi juga dari aspek
kehalalan. Oleh karena itu, perbankan syariah mengemban tanggung jawab
ganda, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham
sekaligus memastikan kepatuhan mutlak terhadap hukum Islam dalam
aktivitas ekonomi.

Dalam upaya strategis menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat,
tata kelola syariah atau sharia governance menjadi elemen yang sangat
krusial dan sama sekali tidak dapat ditawar. Tata kelola ini dirancang secara
khusus untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan manajerial dan
operasional harian bank berada di bawah pengawasan ketat Dewan
Pengawas Syariah. Ketiadaan atau lemahnya tata kelola syariah dapat
berujung pada hilangnya legitimasi bank di mata nasabah yang sangat
peduli pada status kehalalan produk. Lebih dari sekadar pemenuhan
regulasi formal pemerintah, implementasi tata kelola syariah yang baik
mencerminkan komitmen moral dan etika bisnis Islam yang
mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta tanggung jawab
sosial.



An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

an-naJaH | https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Di sisi lain, karakteristik produk perbankan syariah yang sangat unik
senantiasa membawa konsekuensi langsung pada kompleksitas risiko yang
dihadapi oleh institusi keuangan tersebut. Selain menghadapi risiko umum
seperti risiko kredit, risiko pergerakan pasar, risiko likuiditas, dan risiko
operasional, perbankan syariah juga dihadapkan pada risiko khas seperti
risiko tingkat imbal hasil dan risiko komersial yang dipindahkan.
Kompleksitas tingkat tinggi ini mengharuskan setiap bank syariah untuk
memiliki kerangka manajemen risiko yang sangat tangguh, komprehensif,
dan senantiasa adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan
risiko yang buruk tidak hanya berdampak pada kerugian finansial semata,
tetapi juga dapat memicu krisis reputasi yang fatal bagi bank.

Meskipun sangat banyak literatur akademik telah membahas perbankan
syariah dari berbagai sudut pandang, masih terdapat ruang kosong yang
perlu dieksplorasi secara lebih mendalam, terutama mengenai interaksi
antara tata kelola dan risiko. Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya
hanya berfokus pada analisis kuantitatif kinerja keuangan tanpa membedah
secara rinci bagaimana praktik tata kelola syariah dan manajemen risiko
diimplementasikan di lapangan. Pendekatan penelitian kualitatif sangat
diperlukan untuk mengungkap dinamika internal, berbagai tantangan
manajerial, dan strategi adaptasi yang dilakukan oleh perbankan syariah.
Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai kedua variabel ini sangat
relevan dan mendesak untuk segera dilakukan guna mengisi kesenjangan
literatur yang selama ini ada.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan kesenjangan penelitian yang
telah dipaparkan secara rinci sebelumnya, artikel jurnal ini bertujuan untuk
menganalisis secara kualitatif bagaimana implementasi tata kelola syariah
dan manajemen risiko pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini
sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa pengayaan
literatur akademik di bidang ekonomi dan keuangan Islam, serta
memberikan implikasi manajerial yang praktis bagi para praktisi perbankan,
pembuat kebijakan, dan otoritas jasa keuangan. Dengan pemahaman yang
lebih komprehensif terkait kedua aspek fundamental ini, diharapkan industri
perbankan syariah di Indonesia dapat terus tumbuh secara berkelanjutan,
beroperasi stabil, dan senantiasa berada dalam koridor kepatuhan terhadap
prinsip syariat.

Kajian Teori

Tata Kelola Syariah Tata kelola syariah atau sharia governance
merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan yang secara spesifik
dirancang untuk diterapkan pada lembaga keuangan Islam guna
memastikan kepatuhan mutlak terhadap prinsip syariat. Konsep tata kelola
ini melampaui kerangka tata kelola perusahaan konvensional karena
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secara langsung memasukkan dimensi hukum Islam ke dalam setiap
struktur, proses, dan budaya organisasi. Tata kelola ini senantiasa
melibatkan serangkaian mekanisme kelembagaan yang mengatur
hubungan antara dewan komisaris, jajaran direksi, pemegang saham, dan
dewan pengawas syariah. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-
hak pemangku kepentingan dengan memastikan bahwa seluruh produk
dan instrumen investasi yang ditawarkan bank benar-benar terbebas dari
unsur haram.

Jantung utama dari keberhasilan implementasi tata kelola syariah di
perbankan adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang
berfungsi sebagai otoritas independen di dalam bank. DPS memiliki
tanggung jawab yang sangat besar untuk meninjau, mengesahkan, serta
mengawasi setiap inovasi produk baru serta prosedur operasional yang
dijalankan oleh manajemen perusahaan. Anggota dewan pengawas ini
biasanya terdiri dari para ahli fikih muamalah yang memiliki pemahaman
mendalam tentang tatanan ekonomi dan hukum Islam. Keputusan dan
fatwa yang secara resmi dikeluarkan oleh DPS bersifat sangat mengikat
dan menjadi pedoman utama bagi bank. Tanpa persetujuan eksplisit dari
DPS, sebuah produk keuangan sama sekali tidak dapat diluncurkan.

Selain pengawasan ketat dari sisi syariat agama, tata kelola syariah juga
turut mengadopsi prinsip-prinsip universal Good Corporate Governance
(GCG) yang kemudian disesuaikan secara cermat dengan nilai-nilai luhur
Islam. Prinsip-prinsip tersebut pada umumnya meliputi pilar transparansi,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, yang
sering dirangkum utuh dalam konsep tata kelola islami. Transparansi
secara khusus mengharuskan institusi bank untuk memberikan informasi
yang jelas, proporsional, dan akurat mengenai kondisi keuangan serta
tingkat kepatuhan syariah. Implementasi kelima prinsip ini secara konsisten
diyakini akan menciptakan lingkungan kerja yang sangat profesional,
beretika tinggi, dan sepenuhnya bebas dari segala praktik kecurangan
maupun penyalahgunaan wewenang yang dilarang keras ajaran agama.

Keberhasilan berkelanjutan dari penerapan tata kelola syariah diyakini
memiliki korelasi yang sangat positif terhadap peningkatan reputasi institusi
dan tingkat kepercayaan masyarakat luas terhadap sistem perbankan.
Ketika sebuah bank syariah terbukti secara sah memiliki tata kelola yang
sangat transparan dan dewan pengawas yang aktif, nasabah akan merasa
jauh lebih aman dan tenang dalam menempatkan dana mereka.
Sebaliknya, setiap kegagalan minor dalam menjaga kepatuhan syariah
dapat segera memicu risiko penarikan dana besar-besaran karena nasabah
seketika kehilangan kepercayaan terhadap label syariah bank tersebut.
Oleh karena itu, penguatan kerangka tata kelola syariah secara kontinu
merupakan strategi bisnis yang sangat fundamental untuk menjamin
kelangsungan bank.
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Manajemen Risiko Manajemen risiko dalam konteks operasional
perbankan syariah didefinisikan secara komprehensif sebagai suatu proses
yang terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur,
memantau, dan mengendalikan berbagai risiko usaha. Meskipun memiliki
sejumlah kesamaan konseptual dengan manajemen risiko pada umumnya,
perbankan syariah wajib memastikan bahwa seluruh instrumen mitigasi
risiko yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
Sebagai contoh nyata, bank syariah sama sekali tidak diperkenankan
menggunakan instrumen derivatif keuangan konvensional yang
mengandung unsur spekulasi tinggi untuk keperluan lindung nilai. Sebagai
jalan keluar, bank syariah senantiasa mengembangkan instrumen mitigasi
khusus yang berlandaskan kelengkapan akad sah secara fikih guna
meminimalisir segala potensi kerugian finansial yang mengancam.

Karakteristik berbagai akad yang senantiasa diterapkan dalam perbankan
syariah melahirkan berbagai jenis profil risiko unik yang tidak pernah
ditemukan pada perbankan konvensional, sehingga memerlukan
penanganan khusus. Salah satu contoh utamanya adalah risiko tingkat
imbal hasil, yang sering muncul akibat terjadinya perubahan drastis pada
tingkat pengembalian yang dibayarkan kepada deposan akibat fluktuasi
keuntungan bank. Selain itu, terdapat pula ancaman risiko komersial yang
dipindahkan, di mana pihak bank mungkin terpaksa mengorbankan
sebagian porsi keuntungannya demi mencegah nasabah memindahkan
dana ke bank pesaing. Ada pula ancaman serius risiko ketidakpatuhan
syariah, yang berpotensi menjadi risiko reputasi fatal jika bank terbukti
melanggar ketentuan fatwa.

Proses pelaksanaan kerangka manajemen risiko yang terbukti efektif
sangat mengharuskan pihak bank syariah untuk mengintegrasikan budaya
sadar risiko ke dalam setiap lini operasional harian manajemen. Langkah
fundamental pertama senantiasa dimulai dari identifikasi profil risiko secara
menyeluruh terhadap setiap detail produk dan penyaluran pembiayaan
kepada seluruh nasabah. Selanjutnya, pihak bank wajib melakukan proses
pengukuran analitis, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk menilai
seberapa besar dampak potensial dari risiko tersebut terhadap ketahanan
permodalan bank. Setelah tahapan evaluasi itu, manajemen puncak harus
segera menerapkan langkah-langkah mitigasi yang paling tepat, seperti
program diversifikasi portofolio pembiayaan atau peningkatan drastis pada
kualitas agunan jaminan nasabah.

Di wilayah yurisdiksi Indonesia, struktur kerangka regulasi mengenai
standar manajemen risiko bagi perbankan syariah telah diatur secara
sangat ketat oleh institusi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berbagai regulasi
ini secara tegas mewajibkan setiap entitas bank umum syariah untuk
senantiasa menerapkan sistem manajemen risiko yang terintegrasi dan
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memadai sesuai ukuran serta kompleksitas usahanya. Ruang lingkup
regulasi tersebut umumnya mencakup kewajiban pembentukan komite
manajemen risiko independen, penyusunan buku kebijakan dan prosedur
operasi standar yang jelas, serta pelaksanaan pengujian krisis berkala.
Kepatuhan mutlak terhadap seluruh regulasi ini menjadi sangat penting
karena otoritas pengawas menjadikannya sebagai indikator utama dalam
proses penilaian tingkat kesehatan bank.

Metode Penelitian

Penelitian analitis ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif
dengan desain metode studi literatur deskriptif untuk mengkaji secara
mendalam fenomena tata kelola dan manajemen risiko di perbankan
syariah. Data utama yang digunakan sepenuhnya merupakan sumber data
sekunder yang dikumpulkan secara cermat dari berbagai sumber literatur
terpercaya, seperti jurnal ilmiah bereputasi, laporan tahunan tata kelola
perusahaan, serta berbagai regulasi resmi. Proses pelaksanaan analisis
data dilakukan secara berurutan melalui tiga tahapan utama menurut model
interaktif, yang mencakup kegiatan reduksi data untuk menyeleksi
informasi, penyajian data dalam bentuk narasi yang terstruktur, dan
penarikan kesimpulan akhir untuk menjawab seluruh tujuan penelitian
secara komprehensif, obyektif, serta sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Tata Kelola Syariah dalam Praktik Perbankan
Implementasi kerangka tata kelola syariah di berbagai perbankan Indonesia
belakangan ini menunjukkan laju perkembangan yang sangat positif,
terutama dalam hal pemenuhan standar kelengkapan struktur
kelembagaan perusahaan. Hampir seluruh entitas bank umum syariah di
tanah air kini dipastikan telah memiliki komposisi Dewan Pengawas Syariah
yang secara aktif berfungsi memberikan arahan strategis operasional.
Dalam praktik lapangan, DPS tidak hanya melakukan agenda tinjauan pada
saat proses peluncuran produk baru, tetapi juga rutin melakukan audit
kepatuhan syariah berkolaborasi erat dengan auditor internal. Sinergi
berkelanjutan antara pengawas independen dan tim auditor internal ini
menjadi fondasi terkuat dalam upaya memastikan setiap detail transaksi
bebas penyimpangan syariat.

Meskipun seluruh kerangka kelembagaannya telah berhasil terbentuk
dengan sangat baik, kendala sekaligus tantangan terbesar dalam
implementasi operasional tata kelola syariah ternyata masih terletak pada
pemahaman sumber daya manusia. Kenyataannya, tidak semua jajaran
staf yang berhadapan langsung dengan para nasabah telah memiliki tingkat
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literasi hukum ekonomi Islam yang memadai untuk mampu menjelaskan
esensi akad secara detail. Akibatnya, dalam beberapa kasus interaksi di
lapangan, proses transaksi syariah sering kali terlalu disederhanakan dan
sekadar diperlakukan seolah-olah sepenuhnya sama dengan transaksi
konvensional biasa. Oleh karena itu, bank syariah mutlak perlu secara
berkesinambungan menginvestasikan dana untuk program pelatihan
kapasitas pemahaman fikih bagi karyawan garda depan.

Aspek keterbukaan atau transparansi dalam penerapan tata kelola syariah
kini turut menjadi fokus sorotan penting dalam agenda evaluasi kinerja
industri perbankan Islam secara lebih luas di era modern. Karakteristik para
nasabah saat ini terbukti semakin cerdas dan senantiasa menuntut tingkat
keterbukaan informasi yang prima, tidak sekadar mengenai tingkat bagi
hasil, namun juga transparansi alokasi dana investasi. Berbagai bank
syariah yang telah berhasil menerapkan prinsip tata kelola dengan sangat
baik terbukti mampu secara rutin menyajikan laporan keberlanjutan yang
sangat komprehensif, rinci, dan mudah diakses. Tingkat transparansi tinggi
semacam ini terbukti secara empiris mampu meningkatkan loyalitas
nasabah secara jauh lebih signifikan di pasar.

Tahapan strategis berupa integrasi nyata antara prinsip tata kelola syariah
dan rencana bisnis perusahaan merupakan sebuah kunci utama dalam
upaya mencapai tingkat keunggulan operasional yang berkesinambungan
panjang. Jajaran petinggi bank syariah tentu tidak boleh sekadar
memandang peran fungsi pengawasan syariah semata-mata sebagai
beban pemenuhan regulasi pelengkap yang justru dianggap membatasi
kelincahan inovasi bisnis. Sebaliknya, komitmen kepatuhan syariah sudah
seharusnya diposisikan secara cerdas sebagai sebuah nilai tambah
istimewa atau proposisi keunggulan unik guna menarik minat segmen pasar
pecinta produk halal. Dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai etika luhur
Islam ke dalam visi organisasi, tata kelola syariah akan sukses
bertransformasi menjadi pendorong pertumbuhan laba bersih.

Secara pembuktian empiris, hasil dari beragam telaah literatur akademik
konsisten menunjukkan bahwa bank syariah dengan mutu tata kelola yang
unggul cenderung selalu memiliki stabilitas operasional yang jauh lebih
kokoh. Ketatnya sistem pengawasan internal pada akhirnya berhasil
meminimalisir segala bentuk praktik manipulasi pada laporan keuangan,
skandal penyaluran kredit fiktif, serta bentuk-bentuk penyimpangan etika
manajerial lainnya yang sangat merugikan nasabah. Selain itu, seluruh
proses pengambilan keputusan strategis oleh pihak dewan direksi menjadi
jauh lebih terukur, sangat berhati-hati, dan memprioritaskan kalkulasi
rasional karena mempertimbangkan kehalalan transaksi. Kesimpulannya,
tata kelola syariah yang diimplementasikan secara paripurna otomatis
berfungsi menjadi sistem perisai institusional perbankan terkuat saat krisis.
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Strategi Mitigasi dan Manajemen Risiko yang Diterapkan Pelaksanaan
sistem operasional manajemen risiko di ranah perbankan syariah pada
masa saat ini telah sukses berevolusi pesat menuju sebuah pendekatan
yang jauh lebih terintegrasi melalui kerangka komprehensif modern. Di
dalam struktur kerangka ini, pihak bank sama sekali tidak lagi memandang
berbagai jenis risiko secara terpisah-pisah, melainkan sebagai sebuah
kesatuan utuh yang saling memengaruhi fundamental kinerja perusahaan.
Penerapan kerangka modern di seluruh bank syariah secara tegas
mewajibkan adanya langkah identifikasi risiko dini dari seluruh elemen
portofolio akad, baik yang berbasis transaksi jual beli maupun pembagian
hasil. Pendekatan yang komprehensif ini sukses memungkinkan jajaran
direksi untuk memetakan titik konsentrasi risiko dengan tingkat akurasi

tinggi.

Agenda manajemen penanganan risiko pembiayaan hingga kini masih
tetap menjadi fokus pilar utama dan menyita perhatian terbesar dari seluruh
elemen bank syariah mengingat tingginya porsi pembiayaan dalam neraca.
Potensi risiko pada struktur akad jual beli atau murabahah, sebagai contonh,
senantiasa memiliki kaitan yang sangat erat dengan fenomena penurunan
tak terduga nilai aset atau risiko gagal bayar nasabah. Sementara itu, pada
skema pembiayaan yang berbasis sistem bagi hasil, potensi risiko asimetri
informasi antara pihak bank dan para nasabah pengelola dana dipandang
sangat krusial. Oleh sebab itu, setiap bank syariah dituntut senantiasa
menerapkan berbagai teknik analisis kelayakan nasabah yang sangat teliti,
ketat, dan berlapis.

Ancaman risiko berupa ketidakpatuhan terhadap kaidah syariah merupakan
sebuah fenomena khusus yang prosedur penanganannya mutlak
memerlukan instrumen desain manajemen risiko tersendiri, yang jelas
berbeda dari perbankan standar biasa. Terjadinya insiden pelanggaran
aturan syariat dalam suatu aktivitas transaksi keuangan harian dapat
secara langsung mengakibatkan pendapatan hasil transaksi tersebut
segera ditetapkan secara hukum sebagai kategori pendapatan non-halal.
Dana bermasalah semacam ini wajib sepenuhnya disalurkan hanya untuk
membiayai kegiatan dana kebajikan sosial, sehingga pada akhirnya dapat
langsung menggerus tingkat profitabilitas bersih perusahaan. Untuk
memitigasi kemungkinan hal ini, unit departemen manajemen risiko selalu
ditugaskan untuk berkolaborasi dengan sangat erat bersama tim unit audit
syariah independen.

Pemanfaatan berbagai bentuk inovasi teknologi canggih masa kini dan
maraknya digitalisasi sistem perbankan terbukti telah membawa banyak
sekali perubahan besar dalam mempercepat peningkatan efisiensi tahapan
manajemen mitigasi risiko. Berbagai sistem perbankan sentral utama masa
kini umumnya telah banyak dilengkapi dengan ragam modul kecerdasan
peringatan dini otomatis yang sangat mampu memprediksi munculnya
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potensi masalah pembayaran kredit bermasalah. Teknologi sistem
pelacakan analisis data bervolume skala sangat besar juga kini mulai lazim
dimanfaatkan oleh berbagai entitas bank syariah besar terkemuka demi
memprediksi fluktuasi imbal hasil pasar. Pemutakhiran kualitas instrumen
pengawasan digital ini secara luar biasa sukses mengurangi angka
probabilitas kelalaian manusia dalam operasional.

Sinergi yang dirancang sangat terukur antara proses implementasi
manajemen pengawasan risiko yang cermat dan instrumen penerapan tata
kelola syariah yang tangguh akhirnya menghasilkan tingkat daya tahan
institusi luar biasa. Fakta ini terbukti secara sangat konsisten pada setiap
masa periode krisis ekonomi nasional, di mana perbankan syariah yang
senantiasa berdisiplin tinggi mematuhi kedua panduan saklek ini terbukti
sukses bertahan kokoh. Kepatuhan yang sepenuhnya mutlak terhadap
seluruh aturan baku yang melarang segala motif spekulasi finansial murni
akhirnya senantiasa berhasil menyelamatkan entitas perbankan syariah
dari bahaya krisis. Pada akhirnya, perpaduan tata kelola berlandaskan etika
spiritual dan modernitas analitis sukses membangun fondasi bank
percontohan umat.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rentetan uraian analisis mendalam yang telah dibahas
secara terperinci sebelumnya, maka dapat segera ditarik sebuah
kesimpulan tegas bahwa implementasi tata kelola syariah dan tata
manajemen risiko merupakan dua pilar fundamental yang saling
melengkapi demi memastikan kinerja optimal industri perbankan syariah.
Praktik tata kelola syariah senantiasa memastikan bahwa setiap rumusan
kebijakan manajerial dan langkah taktis operasional selalu mematuhi
kaidah hukum Islam. Di waktu yang sama, komitmen penerapan
manajemen risiko yang proaktif, sangat teliti, dan mengadaptasi teknologi
terkini sukses berfungsi sebagai perisai dari potensi krisis. Ke depannya,
seluruh bank syariah diharapkan dapat terus berinvestasi demi
meningkatkan kapasitas sumber daya ekosistem keuangan syariah.

Daftar Pustaka
Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema
Insani Press.

Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2002). Corporate Governance in Islamic
Financial Institutions. Jeddah: Islamic Research and Training Institute
(IRTI).



An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

an-naJaH | https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Ghazali, N. A., Rahman, A. A., & Ismall, S. (2023). "Shariah Governance
Framework and Risk Management in Islamic Banks: A Comprehensive
Review". Journal of Islamic Economics and Finance, 15(2), 112-128.

Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). "A contemporary survey of islamic
banking literature”. Journal of Financial Stability, 34, 12-43.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAl). (2024). Standar Akuntansi Keuangan
Syariah (SAK Syariah). Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). Roadmap Pengembangan
Perbankan Syariah Indonesia 2025-2029. Jakarta: Direktorat Pengaturan
dan Perizinan Perbankan Syariah OJK.



